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Abstrak Bioetika telah berkembang di Indonesia sejak tahun 2000,
namun sampai saat ini belum banyak rumah sakit di Indonesia
yang menyediakan pelayanan etika klinis. Sebagai konsekuensinya,
belum ada publikasi tentang etika klinis sampai saat ini di Indonesia.
Sementara itu, kemajuan teknologi medis telah memicu timbulnya
berbagai dilema etis yang harus diputuskan oleh para klinisi yang
berpraktik di sarana pelayanan kesehatan. Idealnya, keputusan
tersebut seharusnya didukung pendapat ahli etika. Oleh karena
itu, makalah ini akan menelaah pentingnya pelayanan etika
klinis di Indonesia dengan meninjau pengalaman pelayanan etika
klinis yang terdapat di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.
Meskipun terdapat beberapa kritik terhadap pelayanan etika
klinis, temuan empiris telah menunjukkan manfaat dari pelayanan
etika klinis. Tulisan ini mendukung pendapat bahwa pelayanan
etika klinis harus dibentuk di seluruh sarana pelayanan kesehatan
yang berada di Indonesia karena meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan, mengurangi risiko tuntutan hukum, dan memenuhi
kehendak masyarakat.

Abstract Bioethics has been developing in Indonesia since 2000, but to this date only few hospitals
in Indonesia provide clinical ethics services. Therefore, there has been no publication on clinical
ethics until now in Indonesia. Meanwhile, the advance of medical technology certainly gives rise
to many ethical dilemmas that must be resolved by clinicians in health facilities. These decisions,
ideally, should be supported by ethicists. Hence, this paper will assess the importance of clinical ethics
support in Indonesia by reviewing the experience of established clinical ethics services in the UK,
the US, and Australia. Despite several critics against clinical ethics consultation, empirical findings
have demonstrated the benefit of clinical ethics committees. This article will argue that clinical ethics
support should be mandated in Indonesian hospitals because it can improve the quality of health care,
reduce litigation risks, and is desired by community.

PENDAHULUAN
Pada abad ke-20, bioetika telah berkembang

sebagai disiplin akademis dan terapan baru
akibat kemajuan teknologi di bidang biomedis.
Bioetika mulai berkembang ketika Van Rensselaer
Potter menulis sebuah buku Bioethics: Bridge to
the Future pada 1971.! Pada tahun yang sama,
The Kennedy Institute of Bioethics didirikan di
Georgetown University, Washington DC. Di tempat
inilah, prinsip-prinsip etika biomedis, yang
populer di dunia kedokteran, diformulasikan
oleh Beauchamp dan Childress.? Prinsip-prinsip
itu terdiri atas empat kaidah dasar dan empat
kaidah turunan. Empat kaidah dasar yang

dimaksud adalah: (1) Beneficence (melakukan
perbuatan baik atau memberikan manfaat bagi
orang lain) (2) Non-maleficence (tidak melakukan
perbuatan merugikan atau menyakiti orang lain)
(3) Respect for Autonomy (menghormati kebebasan
atau keinginan orang lain), dan (4) Justice
(bersikap adil pada setiap orang berdasarkan
prinsip keadilan distributif dan keadilan sosial).
Sedangkan empat kaidah turunan terdiri atas:
1) Veracity (jujur, memberikan informasi akurat,
tepat waktu, terpercaya, dan menyeluruh)
(2)  Privacy (menghormati hak seseorang
untuk mengontrol akses terhadap dirinya) (3)
Confidentiality (menjaga kerahasiaan), dan (4)
Fidelity (setia, menepati janji/kontrak, dan

Furnal Ftika Kedokteran Tndonesia Vol 2 No. 2 Jun 2018 59



Pelayanan Etka Klinis

mendahulukan kepentingan pasien). Prinsip-
prinsip ini memiliki pengaruh besar, tidak hanya
di bidang etika kedokteran secara akademis,
namun juga penerapannya dalam situasi klinis
untuk mengambil keputusan klinis yang etis.
Beberapa kemajuan teknologi biomedis
telah memicu diskusi etika dalam praktik klinis,
misalnya penemuan ventilator, teknologi bayi
tabung, tes genetik, dan sebagainya. Kemajuan
itujelas menimbulkan banyak masalah etika yang
harus dibahas dalam forum para ahli dengan
berbagai latar belakang, antara lain komite etika
klinis yang memberikan pelayanan konsultasi
etika klinis. Sejak 1971, konsultasi etika klinis
telah menjadi bagian dari pelayanan kesehatan
di Amerika Utara, dan jumlahnya meningkat
secara signifikan sekitar tahun 1980-an.’ Di
Amerika Serikat,
konsultasi etika klinis lebih cepat daripada di
Eropa dan Australia. Salah satu penyebabnya
adalah keputusan dari Mahkamah Agung New
Jersey dalam kasus Quinlan. Keputusan tersebut

perkembangan pelayanan

merupakan keputusan pengadilan pertama
yang mempertimbangkan keputusan komite
etika klinis untuk mengonfirmasi prognosis
Karen Ann Quinlan, seorang wanita sekarat yang
berada dalam tahap terminal dari penyakit yang
dideritanya.*

Di Indonesia, bioetika baru berkembang
dalam 20 tahun terakhir, diprakarsai oleh
pusat pengembangan etika Universitas Katolik
Atma Jaya, Jakarta. Bioetika semakin populer
di Indonesia setelah Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta mengadakan pertemuan pertama
Bioetika pada tahun 2000 sekaligus mendirikan
Pusat Kajian Bioetika dan
Kedokteran. Dua tahun kemudian, dalam
pertemuan kedua, mereka membentuk Jaringan
Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia
(JBHKI).”  Pada 2007, diadakan program
non-gelar  Bioetika, Hukum Kedokteran,
dan Hak Asasi Manusia bagi pendidik klinis
untuk mendidik mahasiswa kedokteran agar
memenuhi  Standar Kompetensi  Dokter
Indonesia 2006, khususnya di bidang Bioetika.
Program ini diselenggarakan DIRJEN DIKTI
bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Jakarta.

Humaniora

Sayangnya,  kemajuan  Bioetika  di
Indonesia tidak diikuti pengembangan etika
klinis. Sampai saat ini, belum banyak rumah
sakit di Indonesia yang menyediakan pelayanan
etika klinis. Sehingga, sampai sekarang tidak
ada artikel mengenai etika klinis di Indonesia.
Oleh karena itu, makalah ini akan membahas
perlunya pelayanan etika klinis di Indonesia
dengan meninjau pengalaman pelayanan etika
klinis yang ada di Inggris, Amerika Serikat, dan
Australia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Fungsi Pelayanan Etika Klinis

Slowther, dkk® mendefinisikan pelayanan
etika klinis sebagai pemberian saran dan
dukungan terhadap isu-isu etika yang timbul
dari praktik klinis dan perawatan pasien pada
sarana pelayanan kesehatan. Ada beberapa
model pelayanan etika klinis, misalnya darurat
dan tidak darurat; otoriter dan mediasi; komite
etika klinis dan konsultan etika independen
atau campuran.”!’ Dalam tulisan ini, istilah
‘komite’ dan ‘konsultan’ akan digunakan secara
bergantian karena memiliki kesamaan makna.
Pelayanan etika klinis dalam bentuk komite
etika klinis memiliki 3 fungsi, yakni pendidikan
dan pelatihan staf, pengembangan kebijakan
rumah sakit, dan konsultasi kasus.*"® Fungsi-
fungsi tersebut mendukung tujuan utama
pelayanan etika klinis yaitu meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan.!>

Kualitas  Pelayanan ~ Kesehatan ~ dan
Pengambilan Keputusan Etis

Pelayanan etika klinis dapat meningkatkan
kualitas  perawatan Singer,  dkk
mengemukakan bahwa tujuan utama dari
pelayanan etika klinis adalah meningkatkan

pasien.

kualitas perawatan dan kesembuhan pasien.
Penting untuk dicatat bahwa
kesehatan yang berorientasi pada
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi

pelayanan
pasien
penyedia layanan kesehatan pada
modern. Sebagian besar masalah etika umumnya
timbul langsung saat
misalnya tidak menghormati dan menghargai

zaman

perawatan  pasien,
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martabat pasien, tidak mengomunikasikan
informasi pasien dengan baik, tidak memiliki
belas kasihan, dan sebagainya.® Tidak
diterapkannya “mikroetika”?° ini tentunya akan
memberikan pengalaman buruk bagi pasien
sehingga menurunkan kualitas pelayanan di
sarana pelayanan kesehatan tersebut.?? Kondisi
itu dapat dihindari dengan memanfaatkan
pelayanan etika klinis.

Dua dari tiga fungsi utama komite etika
klinis adalah memfasilitasi pendidikan etika
kepada dokter dan mengembangkan pedoman
praktik klinis yang etis.!''"!® Pendidikan bioetika
akan memberikan pengetahuan mengenai
bioetika bagi praktisi kesehatan dan pedoman
etika klinis akan memandu klinisi untuk
bersikap profesional saat menangani pasien.
Dukungan ini diharapkan dapat mendorong
para dokter untuk mempraktikkan mikroetika
dalam kegiatan pelayanan kesehatan sehari-hari.
Dengan demikian, terdapat hubungan kuat
antara etika dan kualitas pelayanan yaitu kualitas
pelayanan kesehatan dibangun berdasarkan
standar dan prinsip etika, sementara itu
praktik klinis yang etis meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan. Kedua hal tersebut tidak
dapat dipisahkan.?

Pelayanan etika klinis dapat meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan klinis yang
etis. Hal itu sejalan dengan salah satu fungsi
utama komite etika klinis, yaitu memberikan
konsultasi kasus.''!"®  Siegler dan Singer'®
menekankan bahwa peran utama konsultan
etika  adalah ~ membantu  pengambilan
keputusan klinis yang baik. Konsultan etika
sangat berperan dalam menghadapi keinginan
pasien yang amat beragam.?”” Kondisi tersebut
dapat ditemukan ketika terdapat keragaman
perspektif moral dalam masyarakat, yang dapat
memperburuk komunikasi dokter-pasien. Hal
itu umumnya ditemukan di negara-negara
multikultural, salah satunya Indonesia. Pada
kondisi tersebut, pasien dapat berkonsultasi
kepada konsultan etika klinis demi memperoleh
pandangan netral dari pihak ketiga. Dokter yang
berpraktik dalam lingkungan budaya berbeda
juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi
etika klinis dengan mencari konsultan etika
berpengalaman dan memahami kearifan lokal.

Tentunya, konsultasi etika klinis sangat berguna
untuk memfasilitasi diskusi dan membantu
kedua belah pihak untuk mengidentifikasi,
memahami, dan mengelola isu-isu etis menuju
kesepakatan bersama.'®

Aspek Hukum Pelayanan Etika Klinis

Manfaat terpenting pelayanan etika klinis
ialah mencegah tuntutan hukum terhadap
praktisi medis saat terjadi sengketa antara
dokter dan pasien. Sebagai langkah pencegahan,
komite etika klinis dapat menyiapkan panduan
etika klinis yang seragam, antara lain prosedur
persetujuan tindakan kedokteran, pernyataan
di muka atau wasiat, pengambilan keputusan
oleh wali, perintah untuk tidak melakukan
resusitasi, penentuan medis,
pemecahan masalah terkait awal dan akhir
kehidupan, dan lain-lain.
dapat
meminimalkan konflik dokter-pasien, yang
pada akhirnya dapat mengurangi potensi risiko

tuntutan hukum dari pihak penerima layanan
4

kesia-siaan

Pedoman tersebut

memaksimalkan  komunikasi dan

kesehatan.”* Selain itu, hasil diskusi komite
etika klinis mengenai beberapa kasus sulit
dapat dianggap sebagai representasi nilai moral
di masyarakat? karena keputusan yang diambil
berasal dari berbagai perspektif, yaitu dokter,
filsuf, ahli etika, perawat, pasien, keluarga,
sosiolog, ahli hukum, ahli antropologi, dan
bahkan para ahli agama. Apabila terjadi
perselisihan pelayanan
kesehatan, seperti yang ditemukan pada kasus
Quinlan, pengadilan dapat mempertimbangkan
rekomendasi dari komite etika klinis sebagai
prosedur formal atau keterangan ahli yang
merupakan bagian dari proses peradilan.* 2
Beberapa ahli pernah keliru menduga
bahwa keputusan yang dibuat komite etika klinis
adalah keputusan yang bersifat paternalistik.
Penyebabnya adalah karena pertemuan yang
dilakukan para pakar tersebut berlangsung
rahasia dan tertutup, tanpa prosedur transparan,
sehingga tidak ada yang tahu bagaimana proses
justifikasi atas keputusan yang dibuat.%¥
Namun, saat ini, situasinya telah berubah
akibat maraknya tuntutan untuk memberikan
pelayanan yang berorientasi kepada pasien
dan gerakan pemenuhan hak asasi manusia

hukum  dalam
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di bidang kesehatan. Gerakan ini mendorong
komite etika klinis untuk mempersiapkan
prosedur yang transparan dan akuntabel saat
menangani kasus etika klinis, yang siap untuk
diteliti oleh setiap pihak yang berkepentingan.
Meskipun demikian, terdapat risiko
potensi tuntutan hukum yang harus diantisipasi
komite etika klinis. Tanggung jawab hukum
mungkin dapat dilekatkan kepada komite etika
klinis dan mereka dapat dianggap lalai apabila
memberikan rekomendasi yang tidak tepat.®*
Ketika komite etika klinis memberikan nasihat
sehubungan dengan perawatan pasien, mereka
juga seharusnya ikut bertanggung jawab
terhadap pasien tersebut.®” Namun, kelalaian
medis baru terbukti bila ditemukan empat hal
berikut: (1) terdapat kewajiban, (2) pelanggaran
terhadap pemenuhan kewajiban tersebut,
(3) kerugian yang terjadi akibat konsekuensi
langsung dari pelanggaran kewajiban tersebut,
dan (4) tidak adanya bukti kelalaian dari pihak
lawan.?®
Komiteetikaklinis tidak memiliki kewajiban
terhadap pasien, namun terhadap dokter yang
meminta saran. Meskipun konsultan etika dapat
dianggap sebagai bagian dari tim pelayanan
kesehatan sehingga mereka memiliki kewajiban
untuk merawat pasien, harus dibuktikan bahwa
telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban
tersebut. Untuk membuktikan pelanggaran
kewajiban ini, perlu dilakukan tes Bolam,
yang menunjukkan penyimpangan standar
pelayanan. Akan tetapi, sampai saat ini, belum
ada standar yang ditetapkan bagi para ahli etika.
Upaya membuktikan keterkaitan langsung
antara pelanggaran kewajiban dan kerugian
yang terjadi sangatlah rumit. Jika dokter
telah mengikuti saran komite etika klinis
dan kejadian tidak diharapkan yang telah
diperkirakan sebelumnya tetap terjadi, mungkin
saja terdapat hubungan kausal antara kejadian
tersebut dengan instruksi komite etika klinis.*
Tetapi, kondisi ini hanya terjadi pada pelayanan
etika klinis yang bersifat otoritatif. ~Apabila
rekomendasi komite etika klinis tidak mengikat,
dengan kata lain dokter memiliki pilihan untuk
mengikuti atau tidak mengikuti saran komite
etika klinis, tentunya dokter bertanggung jawab
penuh atas kejadian yang diakibatkan pilihan

mereka sendiri. Selain itu, di Amerika Serikat,
di mana pelayanan konsultasi etika klinis telah
ditetapkan sejak tahun 1971, tidak ada bukti
bahwa konsultan etika klinis dituntut secara
hukum atas konsultasi yang diberikan.?

Dikehendaki atau Tidak Dikehendaki?

Beberapa ketidaksepakatan terkait
pelayanan etika klinis timbul di kalangan profesi
dokter. Mereka khawatir profesionalisme tenaga
kesehatan akan tergerus akibat keputusan
klinis.  Keputusan
yang sewenangwenang dikhawatirkan dapat
mengurangi kebebasan para klinisi untuk
membuat keputusan moral yang tepat bagi
pasien mereka.”®% Hal itu dapat mengikis
peran dokter dalam hubungan dokter-pasien.’
Diskusi etika klinis telah menjadi bagian
tidak terpisahkan dalam praktik kedokteran
sehari-hari, seperti yang diklaim editorial
Lancet’ (hal.897): “Debate on ethical matters is
as much an integral part of everyday doctoring as
choosing the best treatment for patients”. Selain
itu, sebagai konsekuensi dari pengurangan
kebebasan dokter, para klinisi cenderung
untuk melepaskan tanggung jawab keputusan
moral mereka kepada komite etika klinis. Hal
ini tentunya akan mengikis tanggung jawab
profesional dokter.> Il 14

Konsep pelayanan etika klinis dapat
berupa model mediasi. Pada jenis ini, peran
konsultan etika tidak membuat keputusan,
namun memfasilitasi proses pengambilan
keputusan yang rasional, yang memberikan
solusi terhadap permasalahan etika klinis yang
sedang dihadapi.’>*> Para dokter tidak perlu
mengkhawatirkan kemerosotan moral profesi
dokter apabila melakukan konsultasi etika
klinis. Para ahli etika memiliki kompetensi dan
pengalaman yang bisa dibagi dengan kolega
yang lain.'”** Hal itu merupakan salah satu
bentuk kerja sama interprofesional yang harus
dikembangkan untuk mencapai tujuan bersama
bagi kebaikan pasien sehingga meningkatkan
kepercayaan publik.*

Masalah lain yang perlu dibahas adalah
respons cepat komite etika klinis dalam situasi
gawat darurat.>*’®  Dalam keadaan seperti
ini, prosedur konsultasi etika klinis dapat

otonom komite etika
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menambah  birokrasi baru*1"?  sehingga

memperlambat waktu untuk menyelamatkan
jiwa pasien karena harus menunggu jawaban
komite etika klinis.!> ¢ Selain itu, komite etika
klinis tidak mungkin memberikan jawaban tepat
dengan cepat karena kemampuan mereka hanya
memfasilitasi proses pengambilan keputusan
rasional.’ Gill, dkk menyarankan agar rumah
sakit di Australia menyediakan pelayanan
konsultasi etika klinis darurat. Mereka telah
meneliti bahwa pasien, keluarga, dan staf
rumah sakit menyatakan tingkat kepuasan
tinggi terhadap pelayanan konsultasi etika
klinis darurat. Selain itu, komite etika klinis
juga memiliki peran dalam melatih para klinisi
untuk membuat keputusan etis cepat dalam
situasi darurat dengan cara menganalisis kasus-
kasus secara retrospektif.”” Pada situasi tidak
mendesak, seperti pengambilan keputusan
untuk mengakhiri kehidupan, dokter masih
dapat bekerja sama dengan konsultan etika
klinis dalam sebuah forum tanpa memerlukan
birokrasi formal.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan
adalah efektivitas biaya pelayanan etika klinis.>!®
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan belum
menyadari manfaat pelayanan etika klinis
sehingga banyak personil etika klinis yang tidak
dibayar. Hal ini tentunya menurunkan motivasi
sebagai konsultan etika klinis.*
Namun, saat ini sebagian besar sarana pelayanan
kesehatan  di didanai
kesehatan nasional yang pembiayaannya berasal
dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, dana

mereka

Indonesia jaminan

tersebut harus dimanfaatkan secara optimal
untuk memberi manfaat bagi masyarakat.
Pelayanan etika klinis dapat mengurangi
biaya rumah sakit. Sebuah penelitian terkontrol
yang dilakukan secara acak oleh Schneiderman,
dkk di 7 rumah sakit Amerika Serikat
melaporkan bahwa konsultasi etika bagi 278
pasien yang dirawat di ICU mengurangi lama
tinggal di rumah sakit dan ICU sehingga
perawatan yang tidak
bermanfaat. Dowdy, dkk’® melaporkan hal yang
sama, bahwa konsultasi etika klinis secara aktif
akan mengurangi lama tinggal bagi 99 pasien
yang sudah berada dalam keadaan terminal.

menurunkan biaya

Studi analisis ekonomi Bacchetta dan Fins** juga
menunjukkan bahwa konsultasi etika klinis
ternyata mengurangi biaya rumah sakit. Selain
itu, seperti yang telah dibahas sebelumnya,
komite etika klinis dapat memberikan panduan
yang seragam sehingga dapat menghemat
biaya melalui komunikasi yang lebih baik dan
mengurangi konflik antara dokter dan pasien.
Pada akhirnya, risiko tuntutan hukum dapat
sehingga mengurangi biaya
malapraktik medis.

Beberapa ahli mungkin masih menganggap

bahwa pelayanan etika klinis berisiko untuk
16, 17, 25

diminimalisasi,

mengesampingkan kepentingan pasien
karena pakar etika dibayar oleh rumah sakit
sehingga mereka tidak dapat memediasi konflik
antara dokter dan pasien secara independen dan
imparsial. Para ahli etika cenderung mengambil
keputusan yang menguntungkan rumah
sakit karena insentif mereka tergantung dari
pendapatan rumah sakit. Akan tetapi, sebagai
konsultan etika klinis yang profesional, para
ahli etika seharusnya berpraktik berdasarkan
kode etik bagi konsultan etika klinis.*
Akhirnya, beberapa fakta empiris di Inggris
mendukung kebutuhan pelayanan konsultasi
etika klinis. Larcher, et al® mendeskripsikan
bahwa staf rumah sakit memerlukan sebuah
forum untuk mengonsultasikan isu-isu etis,
memperoleh  pendidikan  dan  pelatihan
etika, ~mengembangkan etika,
serta merefleksikan masalah-masalah etika
pada situasi klinis yang tidak darurat. Survei
yang dilakukan Slowther dan Underwood*
menggambarkan bahwa 71% tenaga kesehatan
merujuk kasus-kasus dengan dilema etis ke
komite etika klinis. Selanjutnya, sebuah survei
nasional di Inggris dengan tingkat respons 99%

pedoman

mengenai pelayanan etika klinis bagi tenaga
kesehatan yang dilakukan oleh Slowther, dkk’
menunjukkan bahwa 89% responden sangat
setuju bahwa mereka memerlukan pelayanan
etika klinis. Tentunya, survei nasional seperti
ini juga harus dilakukan di seluruh sarana
pelayanan  kesehatan untuk  mengetahui
kebutuhan pelayanan etika klinis di Indonesia.
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KESIMPULAN

Pada era pelayanan kesehatan berbasis
jaminan kesehatan nasional, sarana pelayanan
kesehatan  di
pelayanan etika klinis demi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meskipun
terdapat beberapa kritik terhadap pelayanan
etika klinis, fakta empiris telah menunjukkan
bahwa masyarakat memerlukan pelayanan etika
klinis untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan dan mencegah malapraktik medis.
Surveinasionaluntukmengonfirmasikebutuhan
pelayanan etika klinis perlu dilakukan di
Indonesia. Jika hasilnya mendukung pendapat
seperti yang telah diuraikan dalam tulisan
ini, tugas selanjutnya adalah menentukan
model pelayanan etika klinis yang sesuai bagi
masyarakat Indonesia, menyiapkan ahli bioetika
berkualitas,
pengendalian kualitas.

Indonesia harus memiliki

dan merumuskan mekanisme

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan
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